PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

KELURAHAN

JALAN GUNUNG DEMPO NOMOR 17 TELEPON (0621) 23908
TEBING TINGGI

KOTA TEBI Gl

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN
NG TING
NOMOR 60548 7 Dip TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN KOTA
TEBING TINGG:

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN KOTA
TEBING TINGGI,

bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan
publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang
baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban
berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan,
setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan

standar pelayanan publik;

b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja
dan kualitas penyelenggaraan pelayanan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan Keputusan
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Tebing Tinggi
tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Dinas
Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kota Tebing Tinggi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Drt Tahun 1956
tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam
Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 28)

2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999
tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3851 ).

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Menimbang ; a.

Mengingat : Vi
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Lampiran [11

Nomor C 6B Tahun 2019

Tanggal L0l Marel 2019

Tentang . Penetapan Standar Pelayanan
Publik di Lingkungan Dinas
Pemberdayaan Masyarakat
Kelurahan Kota Tebing Tinggi

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PELAYANAN INOVASI TEKNOLOGI TEPAT GUNA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN

KOTA TEBING TINGGI
MOTTO S “MELAYANI DENGAN HATI DAN TAAT ATURAN"
NO KOMPONEN UURAIAN

1. | Dasar Hukum || Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2010 tentang
Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Teknologi Tepat

Ciuna,
5 | Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Dacrah Tertinggal dan
Transmigrasi RI Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pengembangan
dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam  Pengelolaan

Sumber Daya Alam Desa.

i T‘Férﬁéilgﬁzah'l;é-lé);éﬁén 1. Mc;\gisf Buku Tamu
3. [ Sistem  Mekanisme | | em—— S— r___—————ﬁ
dan Prosedur [novator/Masyarakat/ Petugas Pelayanan Akan
Siswa , dating ke Dinas memberikan Buku tamu
PMK pada Bidang :di untuk diisi, untuk setelah
Pemberdayaan itu diarahkan pada
Kelembagaan Masyarakat Kasubbid Pemberdayaan
TTG
Melayani permintaan
informasi dan
BERKAS TOK LENGKAP memberikan penjelasan
DIKEMBALIKAN sesuai dengan informasi
yang dimintakan.
1y |
Jika Ingin meminjam
alat-alat inovasi TTG
agar membuat surat
tertulis
Surat Peminjaman di
sampaikan kepada
Kepala Bidang
dibawakan langsung
Petugas
menginformasikan
kepada yang
bersangkutan terhadap
persetujuan atau b
penolakan terhadap
permohonan
peminjaman alat inovasi
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| Pelayanan Terpadu

2. | Permendagri Nomor 19 Tahun

Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar

2. | Persyaratan Pelayanan | 1. | Mengisi buku tamu el
‘ 2. | Foto copy KTP Kader Posyandu

3. | Laporan pelaksanaan Kegiatan Posyandu _

3. | Sistem  Mekanisme r—————ﬂl —
dan Prosedur K Petu

.90 4

ader Posyandu Datang
R Ke Dinas PMK pada
= Bidang Pemberdayaan
: Kelembagaan Masyrakat

BERKAS TDK LENGKAP

DIKEMBALIKAN
Lr'
' 4. |Jangka  Waktu) 3000
Penyelesaian
5. | Biaya
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Lampiran I

Nomor : £68  Tahun 2019
Tanggal I 01~ Maret 2019
Tentang : Penetapan Standar Pelayanan
Publik di Lingkungan Dinas
Pemberdayaan Masyarakat
Kelurahan Kota Tebing Tinggi
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PELAYANAN PENGADUAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN

KOTA TEBING TINGGI
MOTTO : “MELAYANI DENGAN HATI DAN TAAT ATURAN™ |
' NO | KOMPONEN | URAIAN
| 1. | Dasar Hukum W.ﬂermendagiNomorSTah&mZOMten‘mgPedomaana!m
i ’ ' | Lembaga Kemasyarakatan

2. | Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 19 Tahun 2011 tentang
‘ Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
' 3. | Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 18 Tahun 2015 tentang
; f ' | Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2015 tentang
| ' Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Lingkungan
2. | Persyaratan Pelayanan | 1. | Mengisi Daftar Tamu
3. |Sistem = Mekanisme
dan Prosedur Masyarakat/ Pengurus |
‘ Lembaga K emasyarakaian Petugas Pelayanan

! Datang Ke Dinas PMK || menanyakan jenis
| pada Bidang V| pengaduan/aspirasi yang
| Pemberdayaan ingin disampaikan
| Kelembagaan Masyarakat 3L
. Meneruskan kepada
' Kepala Subbidang sesuai
dengan jenis
pengaduan/aspirasi yang
L
Apabila butuh hal lebih
lanjut, menyampaikan
kepada Kepala Bidang
Pemberdayaan
| Kelembagaan
, Masyarakat
JL
Bila Butuh tindak lanjut
kepala bidang
melaporkan kepada

————
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MOTTO

Lampiran V
Nomor
Tanggal
Tentang

568

Tahun 2019

0 —marct 2019
: Penetapan Standar Pelayanan
Publik di Lingkungan Dinas

Pemberdayaan Masyarakat
Kelurahan Kota Tebing Tinggi

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PELAYANAN SURAT PENGANTAR PENDAFTARAN BPJS KETENAGAKERJAAN

KEPALA LINGKUNGAN PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KELURAHAN KOTA TEBING TINGGI

. “MELAYANI DENGAN HATI DAN TAAT ATURAN"

NO

KOMPONEN

URAIAN

1

Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011

Penyelenggara Jaminan Sosial

tentang Badan

(89

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 tahun 2018

tentang Jaminan Kesehatan

Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 18 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2015
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Lingkungan

Persyaratan Pelayanan

Mengisi buku tamu

Foto copy Surat Keputusan Pengangkatan Kepala Lingkungan

Foto Copy Kartu Keluarga

|0 1| —

Foto Copy Kartu Tanda Penduduk

Sistem Mekanisme
dan Prosedur

Kepala Lingkungan Datang
Ke Dinas PMK pada Bidang
Pemberdayaan
Kelembagaan Masyarakat

Petugas Pelayanan Akan

melakukan Pengecekan

terhadap berkas-berkas
persyaratan

T

BERKAS TDK LENGKAP

DIKEMBALIKAN

BERKAS LENGKAP
Kasubbid Penataan
Kelembagaan membuat
Surat Pengantar
Pendaftaran BPJS
Kesehatan Kepala
Lingkungan

JUT

Kepala Bidang
Pemberdayaan
Kelembagaan Masyarakat
melakukan Pengecekan
dan pemarafan

14

BERKAS LENGKAP
Pengecekan dan
Pemarafan oleh Sekretaris

Pengantar Pendaftaran
BPJS Ketengakerjaan

Petugas Menghubungi L
Kepala Lingkungan yang
Bersangkutan Untuk A—-J Penandatanganan Oleh
Mengambil Surat \ Kepala Dinas

Al

Ll
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Lampiran VI
568  Tahun 2019

Nomor

Tanggal .0/~ Maref 2019

Tentang : Penetapan Standar Pelayanan
Publik di Lingkungan Dinas
Pemberdayaan Masyarakat
Kelurahan Kota Tebing Tinggi

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PELAYANAN SURAT PENGANTAR PENONAKTIFAN BPJS KESEHATAN
INGKUNGAN PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

KEPALA L
KELURAHAN KOTA TEBING TINGGI
MOTTO . “MELAYANI DENGAN HATI DAN TAAT ATURAN”
NO KOMPONEN URAIAN
1. | Dasar Hukum 1. [ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan

Penyelenggara Jaminan Sosial

2. | Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 tahun 2018
tentang Jaminan Kesehatan

3| Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 18 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2015
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Lingkungan

2. | Persyaratan Pelayanan | 1. Mengisi Buku tamu
2. | Foto copy Surat Keputusan Pemberhentian Kepala Lingkungan
3. | Foto Copy Kartu Keluarga
4. | Foto Copy Kartu Tanda Penduduk
3. | Sistem  Mekanisme
dan Prosedur Kepala Lingkungan / Petugas Pelayanan Akan
Mewakili Datang Ke Dinas || 4] ~melakukan Pengecekan
PMK pada Bidang —|  terhadap berkas-berkas
Pemberdayaan persyaratan
Kelembagaan Masyrakat
4
BERKAS LENGKAP

Kasubbid Penataan
Kelembagaan membuat
Surat Pengantar
BERKAS TDK LENGKAP Pemberhentian BPJS
DIKEMBALIKAN Kesehatan Kepala

Lingkungan
JUT :
Kepala Bidang
Pemberdayaan

Kelembagaan Masyarakat
melakukan Pengecekan |
dan pemarafan |
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Lampiran XII

Nomor 568 Tahun 2019
Tanggal 01 ~Maref 2019
Tentang : Penetapan Standar Pelayanan

Publik di Lingkungan Dinas
Pemberdayaan Masyarakat
Kelurahan Kota Tebing Tinggi

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PELAYANAN PENENTUAN JUARA KELURAHAN PTP2WKSS DAN HKG-PKK
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN

KOTA TEBING TINGGI

MOTTO : SIAP MELAYANI DENGAN HATI DAN TAAT ATURAN

No.

Komponen

Uraian

1.

Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik

Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga

Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang
Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013
tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 411.4-3514 Tahun
2016 tentang Pengesahan Keputusan Ketua Umum Tim
Penggerak PKK tentang Hasil Rakernas VIII PKK Tahun
2015

Keputusan Walikota Tebing Tinggi Nomor 414.4/1147
Tahun 2017 tentang Dewan Pembina Tim Penggerak
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Tebing
Tinggi

Keputusan Walikota Tebing Tinggi Nomor 414.4/1148
Tahun 2017 tentang Tim Penggerak Pemberdayaan dan
Kesejahteraan Keluarga Kota Tebing Tinggi Masa Bakti
2017-2022.

Persyaratan Pelayanan

DPA

SK Walikota

Surat Tugas

Surat Jalan

s =| B e

SPJ

Sistem, Mekanisme, dan

Prosedur

Melakukan penilaian

|

Mengumpulkan/rekapitulasi
hasil penilaian

Koordinasi/Kerjasama dengan
PKK. Kec. dan Kelurahan

Menentukan Juara dari
masing-masing Kaierori

|

Membuat SK Walikota

=]

Mendokumenkan/Memfile

Jangka Waktu Pelaksanaan

1 (satu bulan)
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